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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 
ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri 
Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta 
Pemeteraian Kemudian. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 
10 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 240, TLN No. 6571), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 
98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pihak Yang Terutang melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen pada saat 
terutang Bea Meterai  Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen yang terutang Bea Meterai dikenai 
Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pembayaran Bea Meterai 
yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan Meterai atau SSP. Meterai tersebut 
berupa Meterai tempel atau Meterai dalam bentuk lain. Pembayaran Bea Meterai dengan 
menggunakan Meterai tempel dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang sah dan berlaku 
serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen, dengan cara 
menempelkan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Meterai dalam bentuk lain meliputi 
Meterai teraan, Meterai komputerisasi, Meterai percetakan. Direktur Jenderal Pajak menentukan 
keabsahan Meterai dalam hal diperlukan penentuan keabsahan Meterai. Penentuan keabsahan 
Meterai dilakukan berdasarkan permintaan penentuan keabsahan Meterai dari pihak yang terutang 
atau pihak lain. Pihak yang wajib membayar B~a Meterai melalui Pemeteraian Kemudian 
merupakan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Bea 
Meterai. Pemeteraian Kemudian disahkan oleh Pejabat pos atau Pejabat lain yang ditunjuk Direktur 
Jenderal Pajak. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 530), dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2021 dan diundangkan pada tanggal 20 
Januari 2021. 

  - Lampiran: halaman 20-21. 

    

 


